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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di 

Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi 

penegakan hukum (law enforcement) bentuk kongkritisasinya berupa 

penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer 

ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, 

melawan hukum, dan pidana.1 Dan penegakan hukum juga harus didasarkan 

pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu  

teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang 

pada intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus 

mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.2 

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya  

sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang 

“communis opinio doctorum” atau hukum yang diciptakan orang-orang 

cerdik pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan 

hukum, yakni Restorative Justice System dengan tidak menggunakan 

 
1 Dwidja Priyatno. Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam 

Kerangka Restorative Justice). Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III. 2007. 
hlm. 9. 

2 Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam 
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Al-Adl: Jurnal Hukum 10(2). 2018. hlm. 176. 
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pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. Restorative justice 

juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pemidanaan yang ada 

di Indonesia. Sanksi atau pemidanaan berupa kepenjaraan sudah dianggap 

tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya 

angka kejahatan yang ada di Indonesia.3 

Howard Zehr dalam bukunya “The Little Book of Restorative Justice” 

mengungkapkan pengertian Restorative Justice yakni : 

“Keadilan Restoratif merupakan tahapan dalam melibatkan seluruh 

pihak terkait dalam pelanggaran tertentu dengan menggunakan 

segala kemungkinan dalam hal mengidentifikasi serta menjelaskan 

Tentang ancaman, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka 

memulihkan, menyembuhkan serta menempatkannya sedapat 

mungkin sesuai dengan tempatnya.”4 

Menurut Tridiatno dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, Keadilan 

Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus terhadap 

kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan 

dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi 

pelaku kejahatan saja.5 Restorative Justice memperjuangkan dan mencari 

jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban, 

 
3 Rudi Rizky (ed). Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade 

Terakhir). (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia. 2008). hlm. 4. 

4 Howard Zehr. The Little Book of Restorative Justice. (United State of America : Good 
Books Intercourse. 2002). hlm. 37. 

5 Tridiatno, Y. A. Keadilan Restoratif. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015). 
hlm.27. 
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penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah Sense of 

Control.6 

Dalam Penerapan Restorative Justice tentunya memiliki regulasi atau 

dasar hukumnya terutama para aparatur negara antara lain : 

a. Pada tahap penyidikan oleh kepolisian menetapkan bahwa yang diduga 

merupakan suatu perbuatan tindak pidana di dalam Peraturan Kepolisian 

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restoratif.7 

b. Pada tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur pada Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.8 

c. Pada tahap persidangan di Pengadilan diatur dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman 

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan 

Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.9 

 
6 Waluyo, Bambang. "Relevansi Doktrin Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di 

Indonesia." Hasanuddin Law Review 1.(2). 2015. hlm. 212. 
7 Indonesia. Kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang 

Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PerPol No. 8 Tahun 2021. 

8 Indonesia. Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perja No. 15 Tahun 2020.  

9 Indonesia. Mahkamah Agung. Keputusan Jen. Badilum tentang Pemberlakuan 
Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum. 
Keputusan Jen. Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan 

menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal 

(Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 

tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan Restorative Justice, surat 

telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar  penyelesaian perkara 

pidana dengan menggunakan Restorative Justice.10 

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembangan yang kemudian 

munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 

Tentang Implementasi Restorative Justice dalam suatu Penyelesaian Tindak 

Pidana. ”Perkembangan berikutnya pada hari Kamis, 19 Agustus 2021, 

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mengesahkan 

PERPOL (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan 

Restoratif, tercantum pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 

Nomor 94711. Keadilan Restoratif menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri 

Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan delik dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-membahu mencari 

 
10 Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin 

Latupeirissa. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 
Narkotika Pada Tahapan Penyidikan." TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol.2.(1). (2022). hlm. 93. 

11 Ibid.. hlm. 93. 
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penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula. 12 

Sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 

Berdasarkan Restorative Justice diterbitkan, terdapat 275.500 kasus tindak 

pidana. Dari jumlah itu, polisi menyelesaikan 170.000 perkara dan sebanyak 

15.811 di antaranya melalui mekanisme keadilan Restoratif.  Kombes Pol. 

Pitra dalam diskusi bertajuk Kontekstualisasi Implementasi Keadilan 

Restoratif di Indonesia di Jakarta, Rabu (6/7/2022) menjelaskan, jika 15.811 

kasus tersebut tidak ditangani melalui mekanisme keadilan restoratif, 

otomatis akan berimbas pada meningkatnya kapasitas Lapas atau 

Overcapacity. Jumlah itu dihimpun sejak 2021 hingga 2022. 13 

Peraturan  Polri  Nomor  8  Tahun  2021  tentang Penanganan   Tindak   

Pidana, Berdasarkan   Keadilan   Restoratif  ini   diberlakukan   dengan 

pertimbangan  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  perlu  

mewujudkan  penyelesaian  tindak  pidana dengan mengedepankan keadilan 

Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan 

keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak 

 
12 Jainah, Zainab Ompu and Suhery. Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika 

Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan perpol no. 8 tahun 2021 (studi di SatResNarkoba Polres 
Metro). Jurnal Pendidikan dan Konseling 4(4). hlm. 1049. 

13 Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat 
Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas”. https://polri.go.id/berita-polri/239. Diakses 
Pukul 22.18. Rabu 7 September 2022.  
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pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan 

hukum masyarakat.14 

Hampir tiap hari kita mendengar dan melihat pemberitaan kasus 

narkotika baik dari media massa, media telivisi maupun menyaksikan sendiri 

berbagai kasus tindak pidana narkotika baik dilingkup kerja maupun di 

lingkungan hidup kita sehari-hari.15 Tindak pidana narkotika merupakan salah 

satu kejahatan yang bersifat transnasional karena modus dari kejahatan ini 

dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi 

canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Tindak pidana 

transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

mengancam kehidupan social, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian 

dunia.16 

Dimana Narkotika sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.17 Yang lebih lanjut golongan narkotika tersebut diatur dalam 

 
14 Jainah. Op.Cit., hlm.1049. 

15 Pakpahan, Hatarto. "Restorative justice terhadap pengguna narkotika dan obat obatan 
berbahaya." Jurnal Cakrawala Hukum 6.(2). 2015. hlm. 129. 

16 Ibid. hlm. 130. 

17 Indonesia. Undang-Undang Narkotika. UU Nomor 35 Tahun 2009. Lembaran Negara 
Nomor 143 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara. Nomor 5062. Pasal 1. 



7 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.18 

Tabel 1.1 

Data Ungkap Kasus Berdasarkan Usia 

 

Sumber : DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL (Rabu, 29 Juni 2022)19 

Bisa dilihat dari data tabel ungkap kasus dari DITRESNARKOBA 

POLDA SUMSEL bahwa Narkotika sudah tidak mengenal umur, mulai dari 

anak-anak, remaja, bahkan orang tua ada yang menjadi pengguna dan 

pengedar gelap Narkotika dan sudah mencapai pada tahap yang sangat 

mengkhawatirkan. 

Sebelum adanya alternatif dari penyelesaian perkara tindak pidana 

narkotika di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL dengan menggunakan 

Restorative Justice hampir seluruh tindak pidana narkotika diselesaikan dan  

divonis pidana penjara. Padahal penjara bukanlah penyelesaian terbaik dalam 

 
 18 Indonesia. Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Perubahan atas 
Penggolongan Narkotika. PERMENKES Nomor 9 Tahun 2022. 

19 Hasil wawancara dengan Pembina, Febri Asmarani, selaku KASUBBAG 
MINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. Palembang. Pada 23 Juni 2022. 

NO USIA 
TAHUN 

2019 2020 2021 

1 15 TH 0 0 12 

2 16-18 TH 135 69 58 

3 19-24 TH 258 367 426 

4 25-29 TH 370 494 578 

5 >30 TH 1308 1440 1596 

JUMLAH 2071 2370 2658 



8 

 

menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada, Namun sekarang penyidik 

mengedepankan keadilan Restorative Justice terhadap tindak pidana 

narkotika karena Ironisnya, salah satu masalahnya terhadap kelebihan daya 

tampung (Overcrowding), yang dimana akibat dari Overcrowding itu sendiri 

dapat berdampak pada buruknya kondisi suasana psikologis tahanan dan 

masyarakat binaan tindak pidana narkotika, masalah Kesehatan dan dapat 

terjadi suatu konflik antar warga lapas serta juga dapat terbentuk organisasi 

narkotika dari dalam lapas oleh para narapidana.20 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui gambaran 

pembangunan hukum nasional khususnya pidana dengan mekanisme 

pendekatan Keadilan Restoratif dan hambatan serta perkembangannya hingga 

saat ini pada tahap Penyidikan oleh DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL 

maka dari itu penulis tertarik membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi 

yang berjudulkan “Mekanisme Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA POLDA 

SUMSEL”. 

 

 

 

 

 
20 Sinaga. Haposan Sahala Raja. Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika 

di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis 2.7 (2021). hlm.530-531. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, terdapat permasalahan 

yang terkait Tentang penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan, yaitu :  

1. Bagaimanakah Mekanisme Penerapan Restorative Justice Dalam 

Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di DITRESNARKOBA 

POLDA SUMSEL ?  

2. Apakah yang Menjadi Hambatan dalam Menyelesaikan Perkara 

Tindak Pidana Narkotika yang Menggunakan Pendekatan Restorative 

Justice di DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL? 

C. Tujuan Penelitian 

Bersandarkan pada permasalahan yang diuraikan, maka tujuan dari 

penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Mekanisme Penerapan 

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di 

DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Hambatan Dalam Penerapan 

Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Dari Suatu Perkara 

Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah 

Sumatera Selatan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu faedah baik itu 

secara teoritis dan/atau secara praktis , antara lain yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini sebagai penguatan dan pengembangan di bidang 

hukum khususnya pada Undang-Undang Narkotika di mana belum 

adanya pasal yang mengatur soal penyelesaian tindak pidana narkotika 

dengan penerapan Restorative Justice penelitian ini diharapkan mampu 

membantu memberikan pengembangan hukum pidana terkhususnya 

dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait delik-delik 

dalam tindak pidana narkotika yang bisa diterapkan Restorative Justice 

dalam Undang – Undang Narkotika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas 

wawasan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan. Lebih 

lanjut dengan dilakukannya penelitian ini, penulis dapat memenuhi 

persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum. 

b. Penelitian ini ditujukan kepada masyarakat diharapkan dapat 

memberikan informasi dan membantu memberikan pemahaman 

Tentang penyelesaian tindak pidana narkotika yang terjadi. 
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c. Ditujukan kepada pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan informasi, referensi, dan wawasan Tentang 

dinamika kehidupan di masyarakat yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam membentuk kebutuhan peraturanan hukum. 

d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan kepada para peneliti yang akan datang, khususnya yang 

akan mengkaji masalah Restorative Justice tindak pidana 

narkotika, khususnya di wilayah hukum sumatera selatan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan persoalan yang 

dikaji, penulisan lebih memfokuskan pada penyelesaian perkara tindak pidana 

narkotika yang dapat diselesaikan dengan konsep pendekatan Restorative 

Justice pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang 

Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. POLDA 

SUMSEL telah menerapkan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak 

pidana narkotika.  

F. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis diperlukan agar memberikan landasan yang akurat 

dan pada umumnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-

pemikiran teotoris.21 

 
21 Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri. (Jakarta : 

Ghalia Indonesia. 1990). hlm. 37. 
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1. Teori Restorative Justice 

Restorative Justice merupakan peradilan yang mengedepankan 

perbaikan akibat kerugian yang timbul karena tindak pidana. Restorative 

Justice dilaksanakan lewat sistem kooperatif yang menyertakan semua 

pihak (stakeholders).22 Liebmann secara umum mengartikan Restorative 

justice sebagai suatu metode hukum yang bertujuan untuk mengembalikan 

kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, 

dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.23  

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative 

justice sebagai berikut:  

a. Mememberikan dukungan dan juga penyembuhan korban.  

b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. 

c. Mempertemukan antara pelaku dengan korban untuk berdialog 

mendapatkan pemahaman.  

d. Ada usaha untuk mencari solusi atas kerugian yang ditimbulkan. 

e. Pelaku mestinya sadar cara menghindari kejahatan di masa depan.  

 
22 Prayitno. Op.cit. hlm. 409. 

23 Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work. (London and Philadelphia: Jessica 
Kingsley Publishers. 2007). hlm. 25. 
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f. Masyarakat ikut serta membantu dalam menyatukan dua belah pihak, 

baik pelaku maupun korban maupun.24 

Konsep Restorative Justice didasarkan pada pemahaman bahwa 

kejahatan yang menimbulkan kerugian harus diselesaikan, baik kerugian 

yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh 

masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat diperlukan untuk 

memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi pada masyarakat 

terdampak. Menghargai dan menghormati korban melalui kewajiban 

mereka untuk memulihkan atau sebagai akibat dari kejahatan yang 

dilakukan oleh pelaku. Pemulihan oleh pelaku kejahatan dapat berupa 

ganti rugi, kerja sosial, atau pelaksanaan perbaikan atau kegiatan tertentu, 

menurut keputusan bersama yang disepakati semua pihak dalam 

pertemuan yang diadakan.25 

2. Teori Penegakan Hukum 

  Definisi Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penegakan 

keadilan oleh aparat penegak hukum dan orang-orang yang bersangkutan, 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses yang 

dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan 

terhadap terdakwa dan diakhiri dengan pembetulan putusan. Penuntutan 

itu sendiri, dalam proses akhir menciptakan, dan memelihara ketenteraman 

 
24 Ibid. hlm. 26. 

25 Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. Op.cit. hlm. 181-183. 
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sosial, adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai yang dibentuk dengan 

prinsip dan sikap yang sehat sebagai rangkaian perkembangan nilai.26  

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang 

menentukan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor tersebut 

merupakan:  

1.  Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasinya dalam Undang -Undang.  

2. Faktor penegak hukum, yaitu penegak hukum ataupun aparat penegak 

hukum yang terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.  

3. Faktor sarana dan prasarana yaitu mendukung jalannya suatu penegakan 

hukum  

4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan 

keberadaan hukum yang berlaku.  

5. Faktor Kebudayaan yaitu kebiasaan yang muncul dalam masyarakat 

yang menjadi budaya yang didasarkan karsa pergaulan hidup dalam 

masyarakat.27 

 

 

 

 
26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

UII Pers. 2010). hlm. 7. 

27 Ibid. hlm. 12. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris, yakni penelitian yang 

sumber data utamanya adalah data lapangan seperti hasil wawancara atau 

kajian literatur. Penelitian empiris membantu untuk menganalisis hukum 

yang kita lihat sebagai pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat, 

selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek sosial.28 

Penelitian ini dimaknai menjadi penelitian empiris karena penulis 

melakukan pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

sosiologis berupa wawancara dan mencari data langsung ke lapangan 

untuk melihat proses penerapan Restorative Justice dan regulasinya pada 

upaya penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh 

DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Dalam hal mendapatkan data yang mendukung penelitian ini maka 

penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu : 

a. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang ingin 

meneliti hukum dalam pelaksanaan secara sosial, kemudian hasil yang 

diharapkan yaitu mengkritik, menganalisis, dan menjelaskan 

 
28 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada. 2003). hlm. 43. 
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bagaimana proses bekerjanya hukum dalam kehidupan sehari-hari 

dimasyarakat.29 Untuk itulah penulis memilih wilayah Kepolisian 

daerah Sumatera Selatan untuk dijadikan tempat penelitian. 

b. Pendekatan Perundang - undangan ( Statute Approaach ) 

Pendekatan ini digunakan untuk mengulas peraturan perundang - 

undangan berkaitan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.30 Selain 

itu juga, pada penelitian ini memakai metode pendekatan kasus (Case 

Approach) yang tujuannya untuk mempelajari norma yang diterapkan 

didalam praktik hukum senyatanya.31  

3. Jenis dan Sumber Data  

Pada penelitian ini penulis memakai data Primer berupa data yang 

didapatkan secara langsung dari lapangan menjadi suatu sumber pertama 

melalui penelitian lapangan.32 Data primer pada penelitian ini didapat 

melalui pendekatan sosiologis seperti wawancara, menganalisis data yang 

diperoleh, dan melihat langsung kasus yang ditangani di 

DITRESNARKOBA POLDA Sumatera Selatan. Dan juga didukung 

dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan 

 
29 Peter Mahmud Marzuki. Hukum dan Penelitian Hukum. (Jakarta : Prenadamedia 

Group. 2006). hlm. 137. 

30 Peter Mahmud Marzuki. “Penelitian Hukum :Edisi Revisi”. (Jakarta : Kencana. 2005). 
hlm. 137. 

31 Ibid. hlm. 96. 

32 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008). 
hlm. 16. 
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atau pengkajian terhadap berbagai literatur ataupun bahan Pustaka berupa 

bahan hukum.33  

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis 

melakukan penekaahan dan penelitian untuk menemukan pengetahuan dari 

penyelesaian dalam menyelesaikan atau mendapatkan data berupa 

informasi dari permasalahan yang sedang dihadapi. 

Dalam menyusun skripsi Tentang penerapan Restotarive Justice 

tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan, penulis memilih tempat di 

DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. DITRESNARKOBA POLDA 

SUMSEL yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM. 4.5, Pahlawan, 

Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan (30151). 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik 

tertentu yang ditetapkan untuk diteliti.34 Berdasarkan definisi tersebut 

maka Populasi dari penelitian ini ialah DITRESNARKOBA POLDA 

SUMSEL. 

 

 
33 Djulaeka dan Devi Rahayu. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (Surabaya: 

Scopindo Media Pustaka. 2019). hlm. 88. 
34 Soejono Soekanto. Op.cit. hlm. 65. 
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b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ditetapkan menjadi 

respondent pada penelitian ini. Teknik yang dipakai didalam sampel 

penelitian ini yaitu purposive sampling yang merupakan sampel yang 

dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Berdasarkan hal tersebut 

yang menjadi sampel atau respondent dalam penelitian ini, yaitu: 

1. AKBP. H. Imran Gunawan S.H. Selaku KABAG WASSIDIK 

DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. 

2. AKP. Tasmawati. Selaku Renmin DITRESNARKOBA POLDA 

SUMSEL.  

3. AKBP. Eui Helzah, S.Pd. Selaku PENYIDIK MADYA 2 

DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. 

4. Pembina. Febri Asmarani, S.H., M.H. Selaku KASUBBAG 

MINOPSNAL DITRESNARKOBA POLDA SUMSEL. 

5. IPTU. Ni Ketut Sudiari. Selaku PEMBINA KAUR URREN RO 

SDM POLDA SUMSEL. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah : 

a. Penelitian lapangan  

Penelitian lapangan yang dilakukan di DITRESNARKOBA 

POLDA SUMSEL berupa Teknik Pengumpulan data yang dilakukan 
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oleh penulis yaitu menggunakan Teknik wawancara atau interview. 

Wawancara merupakan tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan 

sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai pendapat atau 

keterangannya Tentang suatu hal, seperti untuk dimuat dalam surat 

kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layer telivisi.35 

Atau wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara peneliti 

dengan narasumber Tentang suatu permasalahan atau pembahasan.36  

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara 

bebas terstruktur atau bebas terpimpin yang merupakan jenis 

wawancara pribadi, di mana pewawancara menggunakan format tetap, 

di mana pertanyaan disiapkan sebelumnya yang berfungsi sebagai 

pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah atau keluar 

dari pembahasan. Wawancara ini juga bisa disebut wawancara yang 

terpola atau terencana, Teknik wawancara ini dilakukan dengan 

bertatap muka secara fisik dan bertanya jawab dengan narasumber 

dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bidang 

DITRESNARKOBA. 

b. Studi Kepustakaan 

Teknik ini merupakan Teknik dengan mencari data atau 

informasi yang didapat dengan mengutip dan mempelajari yang 

diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini. 

 
35 Wawancara (Def 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses  

melalui https://kbbi.web.id/wawancara. pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB. 
36 Wawancara (Def 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses  

melalui https://kbbi.web.id/wawancara. pada 24 Agustus 2022. Pukul 21:40 WIB. 
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7. Teknik Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dalam rangka menentukan data 

yang dipakai dari sekian banyak data yang didapatkan. Pengolahan data 

adalah kegiatan menyusun data hasil pengumpulan data di lapangan 

sehingga siap dipakai untuk analisis.37 Analisis Bahan Hukum yang 

penulis gunakan yaitu metode analisis data Kualitatif yang dilakukan 

dengan pengumpulan data yang didapatkan dari lapangan yang 

dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori penerapan 

Restorative Justice yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan 

juga Peraturan Kepolisian Tentang masalah yang diteliti. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penulis memakai Teknik penarikan kesimpulan berupa Induktif. 

Induktif ialah penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual yang 

nyata (khusus) menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Menurut 

Benyamin Molen menyatakan induksi merupakan suatu pemahaman yang 

bertitik tolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus atau 

tunggal, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum/general.38 

 
37 Sulaiman Tripa. Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum. (Aceh: Bandar 

Publishing. 2019). hlm. 171. 

38 Benyamin Molan. Cet.2. Logika_Ilmu dan Seni Berpikir Kritis_PT. (Jakarta : Indeks. 
2014). hlm. 114. 
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